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hukum keperdataan. Semoga tetap dalam perlindungan Tuhan
Yang Maha Esa.

Buku yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi
khazanah kajian hukum perdata di Indonesia ini layak dan
penting dibaca oleh para pegiat hukum, mulai dari mahasiswa,

dosen, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas. Selamar
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Boilerplate Clauses
dalam Penyusunan
Kontrak Komersial.

Ghansham \nand

Pendahuluan

Adagium hukum klasik,' “rerum progressu ostendunt mulra,
quac in initio praccaveri seu pracvideri non possunt’, sejatinya
memiliki kedalaman makna, bahwa kehidupan manusia akan
berkemlmng dengan sangat cepat dan akan menghasilkan hal-
hal yang tidak dapat diprediksikan. Pesatnya perkembangan ini
sejatinya bisa dilihat dari kemajuan di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi yang telah merambah ke seluruh penjuru dunia

" Adapun terjemahan bebasnya: “perkembangan zaman menunjukan banyak
hal, yang pada awalnya tidak dapat dikendalilkan atau diramalkan.” Selebihnya
lihat Eni Kuswati dan Andi Asrifan, Larina Sententia: Ungkapan, Definisi,

4 Jargon, Istilah, Peribahasa Dan Idiom Dalam Bahasa Latin — Inggris — Indonesia,

(Bzmdung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 1542.
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or day to day activity of people). Bukankah mulai dari
makan, minum, sandang, pangan, papan, transportasi dan
lain-lain diperoleh dan difasilitasi melalui wadah kontrak.

“Believe it or not”, contract is daily activities in the social life.

Transaksi bisnis yang terus berkembang ternyata juga
menyebabkan kontrak yang ada semakin berkembang. Hubungan
hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat
yang sederhana berangsur-angsur hilang, karena masyarakat
berkembang menjadi masyarakat yang modern dan lebih
kompleks. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan bisnis atau
transaksi-transaksi dagang yang semakin modern dan mengglobal

g
tersebut, tentunya hukum kontrak juga terus berkembang,
schingga dapat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat

tersebut. Hal ini paralel dengan pendapat Yohanes Sogar
Simamora di dalam artikelnya:’

Sejalan dengan berlakunya era perdagangan bebas, interaksi
di bidang bisnis mengalami peningkatan yang sangat pesat.
Hukum kontrak di bidang bisnis terus berkembang dari
waktu ke waktu mengikuti perkembangan dunia bisnis yang
makin beragam (garis bawah oleh penulis).

Oleh sebab itu, kontrak yang dibuat pun semakin berkembang
dan menghasilkan klausul-klausul baru yang notabene ada

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan transaksi yang ada.

Adapun, salah satu potensi ekses negatif dari terjadinya
perluasan pasar dengan kebebasan berkontak, yaitu pihak yang
lebih memiliki kekuatan pasar mempunyai bargaining position
yang lebih tinggi sehingga berpotensi untuk memaksakan
kehendaknya kepada pihak yang lemah. Adanya hal ini, jika
dianalisis secara historis, maka sejatinya berasal dari
Misinterpretasi terkait salah satu prinsip yang paling menonjol
dalam penyusunan kontrak, yaitu prinsip kebebasan berkontrak
e TR

’ Yohanes Sogar Simamora, “Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak (Suatu

Orientasi dengan Metode Pendekatan Sistem)”, Perspekeif, Volume 6 Nomor
3, 2001, him. 198-199.

VISINOANI Id NYV1IVAdIdId WNINH NVONVIWINIId

567




Persembahan HUT ke-80 Tahun Prof. Dr. Mochammad Isnaeni, S.H., M.S.

568

yang notabene secara historis lahir dari zaman liberasime.®
Padahal, sejatinya harus dipahami bahwa penerapan asas kekebasan
berkontrak ini harus dimaknai tidaklah bebas sebebas-bebasnya.
Adapun, contoh kesalahan pemaknaan kebebasan berkontrak
itu adalah pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat
tersebut umumnya akan bersikeras untuk menggunakan
template atau format kontraknya sebagai acuan pembuartan
kontrak. Hal ini kemudian seolah-olah akan mengesampingkan
aspek teknis penyusunan kontrak, proses negosiasi biasanya
berfokus pada beberapa masalah hukum seperti jaminan atas
objek transaksi, batasan tanggung jawab, penghentian atau
pemutusan kontrak, penyelesaian sengketa, dan ketentuan
hukum yang mengatur kontrak apabila terkait kontrak dagang
internasional. Hal ini tentunya berkonsekuensi yuridis yaitu
membuat pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat
memperoleh posisi yang lebih menguntungkan di dalam suatu
kontrak. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat tersebut
kemudian dengan dalil asas pacra sun servanda” “memaksa” agar
pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah tersebut
memenuhi prestasi-prestasi yang telah disepakati tersebut.
Adapun, sebagai upaya preventif tidak terjadi adanya
pemanfaatan posisi tawar dari pihak yang lebih kuat secara
berlebihan, sebagaimana adagium hukum inde datae leges be
fortior omnia posset’, maka dalam hukum lahirlah konsep
boilerplate clauses.” Boilerplate clauses ini sangat sering terlihat

¢ David N. Mayer, “The Myth of Laissez-Faire Constitutionalism: Liberty
of Contract during the Lochner Era”, Volume 36 Nomor 2, 2009, him. 218
Asas Pacta Sun Servanda merupakan asas hukum yang memiliki kedalaman
makna bahwa suatu perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat seperti undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya. Lihat Muhammad Farhan Gayo
dan Heru Sugiyono, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian
Sewa Menyewa Ruang Usaha”, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,
Volume 8 Nomor 3, Maret 2021, hlm. 247.
¥ Adapun terjemahan bebasnya: “hukum dibuat jika tidak, maka yang l\'%m
akan berkuasa secara berlebihan.” Selebihnya lihat Debora Shuger, Castigating 1‘1",‘"'
The Rape of Lucretia and the Old Arcadia, Volume 51 Nomor 2,-1998, hlm. 532.
)rc{iZL’d

Je.

" Dalam Blacks Law Dictionary Boilerplate diterjemahkan “fixed or stand:

contractual language that the proposing party often views as relatively nnnncguua/’

pada kontrak bisnis internasional. Boilerplate clauses ini
umumnya berisi ketentuan-ketentuan yang sifatnya teknis
untuk mendukung pelaksanaan kontrak yang biasanya bersifat
baku (tidak berubah) dari satu kontrak dengan kontrak lain.
Adapun, contoh konkrit dari boilerplate clauses dalam kontrak
bisnis internasional ini, misal choice of law (pilihan hukum),
language clause (klausul terkait bahasa), severability clause
(klausul keterpisahan), notices (pemberitahuan), dan lain
sebagainya. Melalui guideline terkait boilerplate clauses yang ada,
diharapkan dalam kontrak internasional tercipta kontrak yang
merefleksikan contractual justice yang notabene mengakomodir
kepentingan para pihak secara proporsional."

Seringnya penggunaan boilerplate clauses dalam kontrak
internasional tersebut membuat dewasa ini mulai banyak
penggunaan boilerplate clauses dalam berbagai macam kontrak,
termasuk di Indonesia terkait. Akan tetapi, ternyata klausul-
klausul yang ada tersebut justru bertransformasi menjadi klausul
baku pada kontrak konsumen yang sifatnya merugikan terhadap
posisinya lebih lemah. Padahal harusnya boilerplate clauses
hadir untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak.
Hal ini menjadi salah satu penyebab banyak pihak enggan
untuk menggunakan boilerplate clauses dalam kontrak
komersial yang notabene menitikberatkan perlindungan secara
proporsional kepada para pihaknya."

Adanya boilerplate clauses dapat dibilang lahir sebagai solusi
konkret dari adanya tuntutan perkembangan bisnis untuk dapat
membuat kontrak secara cepat dan juga ketika para pihak celah
sepakat, maka dalam syarat keabsahan perjanjian sebagaimana

diatur pada Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 10" ed, West Publishing Co., St. Paul-
Minnessota, 2014, him. 209.

' Ali Assarch, “Forum Shopping And The Cost Of Access To Justice Cost
And Certainty In International Commercial Litigation And Arbitration”, Journal
of Law & Commerce, Volume 31 Tanpa Nomor, 2013, hlm. 2.

" Agus Yudha Hernoko, Ghansham Anand, Fiska Silvia Raden Roro, “Method
Determining the Contents of the Contract”, Hasanuddin Law Review, Volume
3 Nomor 1, April 2017, hlm. 92.
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BW), yaitu “kesepakatan mereka yang mengikackan dirinya (a'.c
toestemming van degenen die zich verbinden) telah tlerl}:enuh::

i ndap: : aeni di dalam bukunya:™
namun sesuai dengan pendapat Moch. Isnae

.asas kebebasan berkontrak, seyogyanya disincrg.lka‘n
dengan asas-asas yang lain, misalnya asas kcp;llu\‘.?n, prn.nlp
itikad baik, asas proporsional. prinsip kesederajatan, juga
prinsip lainnya dengan layak. Ini diperlukan, ngnrhhu.ll(‘l:'m
yang dipakai sebagai bingkainya bisnis, dapat menghasilkan

terbentuknya kontrak yang fair.

Dengan demikia, dapat dipallami. bahwa tidak b]s;:
kebebasan berkontrak menjadi justifikasi dalam membentu
klausul-klausul baku yang merugikan, khususnya vtcrhadalp
pihak yang kedudukannya lebih lemah. Oleh sebab itu, pcl‘r u
analisis lebih lanjut terkait dengan boilerplate clauses dalam
penyusunan kontrak komersial. ‘

Dari uraian latar belakang di atas, penulis akan m-engur;n
isu hukum berikut pertama apa yang dimakud bmlarpl['zz[e
clauses, kedua, apa urgensi penerapan boilarplate clauses dalam

kontrak komersial.

Konsep Boilerplate Clauses

Michelle E. Boardman mcnguruikan,” “Bad boilcr.plare Cal.;
shake one’s faith in evolution; not only does it not dlé.‘ ;zwaly, 1
multiplies.” Dari pendapat tersebut, dapat dim:.‘k.ll:“;j,b:::i
ternyata tidak semua boilarplate c/au&:es memiliki dar ,i;w
positif. Akan tetapi, ternyata ada boilarplate c/auslfs }~] ;
menghasilkan dampak negatif, bah'kan .tcrn)";.lta'fm/‘?(r)ﬁ;h
clauses yang memiliki dampak negatif sering dijadikan L -
dalam membuat kontrak. Dengan dasar tersebut, schag.un(’;?da
adagium hukum klasik, yaitu generalia sunt praepon

12 Moch.Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, (Surabaya: Revka Petra Media,
him. 228-229. . B A s

15 Michelle E. Boardman, “Contra Proferentem: The Allurej()f /?l;ﬂ“g]lmi.
B()ilcl'}ﬁl‘ll(’“ Michigan Law Review; Volume 14 Nomor 5, Maret 2006, him.

2015)s

singularibus'', maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai
konsep boilarplate clauses yang tepat secara komprehensif,
sebelum menguraikan terkait urgensi dan penerapan boilerplate
clasuses dalam kontrak komersial.

Sebagaimana adagium hukum klasik" “ad recte docendum
oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognirio a
nominibus rerum dependet’ yang memiliki kedalaman makna—
untuk dapat memahami suatu konsep hukum secara holistik,
"“maka harus diawali dengan memahami definisi dari konsep
tersebut—maka agar dapat memahami secara holistik terkait
boilarplate clauses ini, akan diuraikan dulu beberapa definisi
dari boilarplate clauses:

1. Frank Adoranti:'"" “ Boilerplate is a term commonly used in
the legal profession. A boilerplate clause is from that cat-
egory of contract clauses, considered to be “standard lan-
guage”, which does not often change from one contract
document to another.”

2.

Radosaw Struga:'" “ Boilerplate clauses are standardised con-
tractual provisions appearing at the beginning or towards
the end of contraces, usually under the heading of ‘miscel-
laneous provisions.”

" Adapun terjemahan bebasnya: “hal yang umum diletakkan sebelum hal
yang khusus.” Selebihnya lihat Hariyasin er.al., “Writing of Rights to Provision
of Interest Reward After the Judgment of the Tax Court Associated in Tax
Dispurcs in Customs”, Technium Social Sciences Journal, Volume 14 Tanpa
Nomor, November 2020, hlm. 258.

" Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi,
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), him. 36.

' Wisnu Indaryanto, “Kedaulatan Indonesia di Antara Virus Corona Versus
Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor
21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)”, Jurnal Legislasi Indonesia,
Volume 17 Nomor 2, Juni 2020, hlm. 124.

" Frank Adoranti, The Manager’s Guide to Understanding Commonly Used
Contract Terms: Boilerplate Clauses, (London: Lessons Proffesional Publishing,
2006), hlm. 8.

" Radosaw Struga, “Merger Clauses in Contracts Governed By Polish Law”,
Wroclaw Review, Volume 3 Nomor 1, Maret 2013, hlm. 15.
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